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PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG

‘bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2078, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bengkavang tentang
Peujabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai rincian
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2008;.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tetang Pembentukan Dazrah Kabupaten Daerah Tingklat 11 Bengkayang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lemraran Negara Republik Indonesia Nomor 3823):
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tetang Pajak Bumi dan Bingunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68.Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagimana :2lah diubah dengan Undang-Undaf{g Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Tahun 1994 nomor 62, Tambahan Lembaran Nezara Nomor 3569); '
Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tetang Pajak Daerah dan Rarribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-uandang Nor:or 34 Tahun
2000 (Lemb?aran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
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Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tetang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomeor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tetang Penyvelenggara Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme
( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 5

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang — undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perzturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 89);

Undang — undang Nomor 15 TAhun 2004 tentang Pemeriksaan Pengzlolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tetang Perencanaan Pembanguman Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dzerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomer 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomos +437, sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang
Nomer 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — undang Nomor' 3 Tahun 2005 Tentang
Perubzhan Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang — undang ( Lembaran Negara
republic Indeaesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang — urdang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antzra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah da Wakil Kepala Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia-Tahun 2000 nomor 210, Tambzhan Lembaran Negara Republik indonesia Nomer 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelerogaraan Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daera: ( Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dzzrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomer 119, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 2139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan zias Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentng Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Devwan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Repu>!ik Indonesia Nomor 4540);



18.
19.
20.
21
22,
23.
24,
2%
26.
27,
28.
29.

30.

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); o

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2C05 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 76);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah ( Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuang Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok — Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 01 Tihun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2008

~Peraturan Daerah Kabupater: Bengkayang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2008



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2008 terdiri dari :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 19.376.223.480,30
b. Dana Perimbangan Rp. 385.829.462.704,-
c. Lain — lain Pendapatan yang Sah Rp. 43.949.834.441 .-
Jumlah Pendapatan Rp. +49.155.520.625,30
2. Belanja

a.Belanja Tidak Langsung

(1) Belanja Pezawai Rp. 134.106.325.285,-

( 2 ) Belanja Bunga Rp. -

(3) Belanja Subsidi Rp. - ,

(4 ) Belanja Hibah Rp. 9.324.500.000,-

( 5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.104.500.000,-

( 6 ) Belanja Bagi Hasil Rp. -

( 7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 9.782.825.456.-

( 8 ) Belanja Tidak Terduga Rp. 121.475.000.-

Rp. 135.439.625.741 -
b.Belanja Langsunz

(1) Belanja Pezawai Rp. 20.976.967.084 -
(2) Belanja Bzrang dan Jasa Rp. 75.898.639.051,-
(3) Belanja Modal Rp. 194.488.205.794 -

Rp. 291.363.811.929,-



Jumlah Belanja Rp. 446.803.437.670,-

Surplus/(Defisit) Rp. 2.352.082.955,30,-
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 160.672.262.694,67
b. Pengeluaran Rp. 3.914.751.983,-
jumlah Pembiayaan Neto Rp. 156.757.510.711,67,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan ~ Rp. 139.109.593 666,97.-

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal | tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi
anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasz! 3 tercantu dalam Lampiran 11 Peraturan Bupati ini



Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan PAsal 4 merupakan bzgian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupaii ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Bengkayang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah.

Ditztapkan di Bengkayang
Pacda tangzal 17 September 2009

BUPATI BENGKAYANG

JACOBUS LUNA




